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XEPUTUSAIT

TEPALA DII|AS SOSIAL, PEUBERDAYAAN PERTilPUAIT, PERLII{DUI{GAN

AITAIq PEI|GEITDALIAIT PEI{DIIDT'K DAN KELUARGA BEREITCAITA KOTA

M.ALA,ITG

I{oMOR : 188.4s1/71 I Ss.73.4os I 2O23

TEITTAITG

PEMBEIITIXAI{ TIM PEIfANGAJCAIY PEI|GADUAIT PADA DIITAS SOSI]AL'

PEMBERDAYAAN PTRTMPUAIT, PERLIIYDT'NGAN ANAIT, PEI{GEITDALI,AN

PEITDT'DT'K DAI{ IITLUARGA BEREITCAITA KOTA MALIIITG

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang

cepat, tuntas dan terkoordinasi maka perlu di bentuk
pengelola pengaduan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Malang tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan

pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
. Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Malang

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2OL2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 20O9 tentang Pedoman

Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi
Pemerintah;

Mengingat



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 20 14 tentang

Pedoman Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Di

Lingkungan Pemerintah Kota Malang;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi Publik;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2019 tentang

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayazrn Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Malang tentang Pembentukan Tim Penanganan

Pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Malang sqlagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan ini.

Tim Penanganan Pengaduan sebagimana dimaksud dalam

diktum KESATU memiliki tugas, adalah sebagai berikut :

a. Menerima, memeriksa dan mencatat pengaduan yang

masuk;

b. Mengklasifikasikan pengaduan sesuai dengan jenis aduan;
c. Mengkoordinasikan penanganan penyelesaian pengaduan;

d. Mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikannya kepada

penerima pelayanan secara cepat, tepat dan efisien;

e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelayanan

penanganan pengaduan;

f. Mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan

penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas baik secara
periodik maupun secara insidentil apabila dibutuhkan

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Malang.

KETIGA



KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

:Malang
: Q Janttai2O23

SOSIAL, P3AP2KB
G

Utama Muda
NIP. I 20 198903 2 014



TIU PEICGEIpL/\ PtTcaDUAII PADA DII{AS SOSTAL, PEUBERDAYAAT|

PEREUPITAII, PERLII{DUI{GAII A!IAIq PEI|GEIIDALIAI{ PEI|DUDUK DAII

I(ILUARGA BEREI{CAITA TOTA MALITI{G

I. Penanggung Jawab

l,ampiran : Keputusan Kepala Dinas
Sosial, P3AP2KB Kota Malang

: 188.451/ zr /35.73.4Os/2023
: @ Januxi2o23

Nomor
Tanggal

: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

: Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

: Kasubag Umum dan Kepegawaian

: 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan

Penanganan Fakir Miskin

2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan

Jaminan Sosial

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Penduduk

4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

6. Pelaksana Pengelola Pengaduan

KEPALA DINAS SOSIAL, P3AP2KB
G

il. Ketua

III. Sekretaris

IV. Anggota

14
a!

MM
tama Muda

NIP. 1 20 198903 2 014


